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LABORATORIUM KEPEMIMPINAN

1. LATAR BELAKANG

Kondisi perumahan dan permukiman yang layak, dapat diwujudkan dengan
pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKFP) yang
sinergis dan melingkupi berbagai sektor (multisektor) dimana hasilnya langsung

menyentuh salah satu kebutuhan dasar menyangkut taraf kesejahteraan hidup
masyarakat.

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman Pasal 1 nomor 6 menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan,
pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan
kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang
terkoordinasi dan terpadu, yang dijabarkan sebagai satu proses yang terpadu dan
terkoordinasi®. Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan
mempunyai wewenang menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan
kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan pasal 18 huruf a.
Kemudian pada pasal 98 angka (2) bahwa Penetapan lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Mengacu pada Undang —
Undang No.1 Tahun 2011, upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh pada
dasarnya meliputi 4 (empat) tahapan utama yakni pendataan, pen-tapan lokasi,
pelaksanaan dan pengelolaan.

Didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019 diamanatkan bahwa pencapaian kota bebas kumuh pada tahun
2019. Adapun secara teknis pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman
kumuh mengacu pada Permen PUPR No 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas
Perumahan dan Permukiman Kumuh serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2016-2021 kabupaten Bangka Barat diamanatkan bahwa persentase berkurangnya
| permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 100% bebas kumuh pada
2021. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang

n bahwa urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan

n Pelatihan PIM 1V Angkatan XXVI Tahun 2018



9. PENUTUP
9.1 KESIMPULAN

Pelaksanaan proyek perubahan dengan judul “Sistem Informasi Perumahan
dan Permukiman Kumuh (S| PERKIM KU) Bangka Barat” ini mempunyai tujuan
akhir yaitu” Terwujudnya sistem aplikasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
berbasis GIS

Adapun manfaat yang akan didapatkan dengan adanya proyek perubahan ini
dilihat dari Manfaat Internal yaitu Peningkatan kualitas kinerja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat secara umum, dan
Seksi Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman secara khusus;
Tersedianya Sistem Informasi Database Perumahan dan Permukiman Kumuh yang
mudah diakses, valid, akurat, lengkap dan dapat di update. Manfaat Eksternal yaitu
Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta stakeholder lainnya terutama
dalam hal efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan data; Tersedianya informasi yang
jelas, cepat dan mudah diakses oleh masyarakat dan stakeholder melalui internet baik
untuk sekedar mengetahui informasi maupun untuk pengambilan kebijakan;
mendukung program pemerintah 100 — 0 — 100 yaitu 100 persen akses air minum
aman, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi terutama dalam
hal penyediaan data yang valid.

Keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan ini sangat tergantung dari
dukungan stakeholder internal maupun eksternal, dengan kata lain stakeholder

khususnya stakeholder internal sebagai user (pengguna) dari produk akhir proyek

perubahan ini diharapakan untuk mengimplementasikannya pada bidang Cipta Karya
dan Bidang Perumahan sehingga tujuan akhir proyek perubahan ini mampu tercapai.

9.2 REKOMENDASI

Ada beberapa rekomendasi yang bisa disampaikan terkait peroyek
perubahan ini, yaitu:
1. Aplikasi “SI PERKIM KU" ini masih banyak kekurangan terutama pada
,m utama yaitu Komputer dengan spesifikasi dan kapasitas
an yang masih kecil sehingga perlu pengembangan lebih lanjut

kungan anggaran,
S| PERKIM KU” ini masih perlu dikembangkan demi kemudahan
es ataupun menginput data serta dikembangkan secara online;



